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PEMERINTAH KOTABONTANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JI. Awang Long No. 01 Bontang Telp/Fax (0548) 29007 Kode Pos 75311
Telp./Fax. (0548) 29007 Website : www. Disdukcapil.bontangkota.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bontang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b)
Neraca; (c) Catatan atas Laporan Keuangan: (d) Laporan Operasional; (e)

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana terlampir adalah tanggung

jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem
Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bontang, 18 Mei 2022

Kepala Dinas

o

H. Budiman, S. Sos
NIP. 197407052002121010
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2021

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

1)

2)

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bontang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan
selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang terutama
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan
belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi
keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu

menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan
secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan

untuk kepentingan :
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a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu organisasi dalam
periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban

dan ekuitas dana.

. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat, memiliki hak pilih untuk mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban SKPD
dalam pengelolaan sumber daya vyang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan.

. Keseimbangan Antar Generasi ( Intergenerational Equity )

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah
penerimaan atau alokasi dana SKPD pada periode laporan

cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan
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dan apakah generasi mendatang diasumsikan akan ikut

menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Bontang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para

pengguna laporan dalam menilai  akuntabilitas dan membuat

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik

dengan :

a)

d)

e)

Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode

berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh
sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan

anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi
yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah

dicapai.

Menyediakan informasi mengenai bagaimana mendanai seluruh

kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka
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pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari

pungutan pajak dan pinjaman.

f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan,
apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan informasi
mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan

ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

Pelaporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bontang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang -

undangan yang mengatur Keuangan Daerah, antara lain :
a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
b) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;
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9)

)

k)

Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-
undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tetang Standar

Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 tahun

2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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BAB i
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1. Asumsi

Dalam penyusunan rancangan Angggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 terdapat
beberapa asumi dasar yang menjadi landasan pemerintah daerah
dalam merumuskan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja

daerah yang mencakup antara lain pertumbuhan ekonomi nasional.

Asumsi lain yang diperkirakan mempengaruhi perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun

Anggaran 2021, antara lain :

a. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang

dimungkinkan bilamana didukung beberapa kondisi antara lain :

1) Berkembang dan meningkatnya perekonomian masyarakat

Kota Bontang.

2) Meningkatnya kesadaran wajib pajak/wajib retribusi terhadap
kewajibannya untuk membayar pajak daerah dan retribusi

daerah
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3) Adanya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan asli daerah.

b. Peningkatan penerimaan Dana Perimbangan dari bagi hasil yang

dimungkinkan bilamana didukung beberapa kondisi antara lain

1) Peningkatan harga jual minyak dan gas bumi di pasaran dunia

serta stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar

2) Prediksi Migas sesuai dengan data lifting migas Departemen

Energi dan Sumber Daya Mineral

3) Meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor

Pertambangan dan BPHTB
4) Meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21

5) Meningkatnya penerimaan dari sektor Migas sebagai sumber

penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi, PDRD Kota Bontang

Nilai PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku 2010 pada
tahun 2020 mencapai 56,55 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB
ini mengalami penurunan sebesar 1,78 triliun rupiah dibandingkan
dengan tahun 2019 yang mencapai 58,33 triliun rupiah. Sedangkan,

berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami

o
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penurunan, dari 40,42 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 39,31
triliun rupiah pada tahun 2020. Turunnya nilai PDRB ini disebabkan
oleh menurunnya produksi beberapa lapangan usaha, seperti
pertambangan penggalian dan industri penggolahan, tidak
dipengaruhi oleh inflasi. Lapangan Usaha Industri Pengolahan
menjadi lapangan usaha utama di dalam aktivitas perekonomian Kota
Bontang, dimana peranan lapangan usaha ini membentuk PDRB Kota
Bontang sebesar 79,60 persen di tahun 2020. Pada tahun 2020,
Lapangan Usaha Industri Pengolahan memiliki laju pertumbuhan
negatif sebesar -3,78 dimana Kota Bontang mengalami pertumbuhan
ekonomi yang minus yaitu sekitar -2,76 persen. Sehingga 16 lapangan
usaha lainnya secara total belum mampu berbagi peran positif
sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kota Bontang di tahun 2020,
dimana selain Lapangan Industri pengolahan, Lapangan Usaha
Pertambangan Penggalian juga tumbuh negatif. Meskipun secara total
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 bernilai negatif, laju
pertumbuhan perekonomian tanpa migas di Kota Bontang masih

tumbuh positif sebesar 2,38 persen.
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2.2. Kebijakan Keuangan
Tujuan kebijakan keuangan adalah mengatur penyusunan dan
penyajian laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bontang untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar

periode
Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini
mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan

penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi :
a. Peranan dan Tujuan pelaporan keuangan:

b. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan;

c. Dasar hukum pelaporan keuangan;

d. Asumsi dasar;

e. Karakteristik kualitatif laporan keuangan;

f. Kendala informasi yang relevan dan andal:

g. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;

h. Jenis laporan keuangan;

i. Defnisi unsur faporan keuangan;

j. Pengakuan unsur laporan keuangan; dan
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k. Pengukuran unsur laporan keuangan.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD
Untuk pencapaian target kinerja pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dilakukan melalui penetapan
kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan indikator sebagai

berikut :

INDIKATOR :
KINERJ SATUAN
Terwu;udnya Rasio
tertib administrasi | Penduduk ]
kependudukan ber-KTP per | Rasio 3,24 0.98 1
dan Pencatatan | satuan
Sipil dengan | penduduk
tersedianya data Rasio  bayi
dan informasi Rasio 0,95
penduduk  yang berak.ta 0,96 1
akurat dan | Kelahiran
terpadu s:ssr:lcr)wgan Rasio 0,68
| )
berakta 0.7 0.66
nikah
Cakupan
Kepemilikan
Akta % 100% 76 76,71
Perceraian

i
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3.1.

3.2

BAB il
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Bontang adalah sebesar 86,13 % (Delapan
Puluh Enam Koma Tiga Belas Persen) dengan rincian sebagai

berikut :

Jumlah Dana DPA 2021 Rp. 9.540.834.496,00

Jumlah Pengurangan Dana DPA = Rp. -

Jumlah Dana DPA Tahun 2021 Rp. 9.540.834.496,00

Dana yang terealisasi sebesar Rp. 8.217.469.440,00

Jumlah Pencairan Dana Tahun 2021 Rp. 8.217.469.440,00

(Rekapitulasi SP2D)

Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang
telah ditetapkan

Terjadinya Pandemi Covid-19 mengurangi kegiatan yang
bersifat tatap muka dan diarahkan pada pelayanan online/virtual.

14
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BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Akuntansi Keuangan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bontang meliputi :

a) Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bontang merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar
sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang
dikelola olen Pemerintah Daerah, yang menggambarkan
perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode
pelaporan.

b) Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan
Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana
pada tanggal tertentu.

c) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif,
analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam

laporan realisasi anggaran dan neraca.
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4.2, Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

a) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang adalah basis
kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset,
kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

b) Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa
pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas
diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tidak
menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa
perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran.
Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi
penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan
pengeluaran belanja dan pengeluaran pembiayaan.

c) Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan
ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau
pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bontang, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas

daerah.
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d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat

juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja, dan
pembiayaan, serta basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas

dana dalam periode tahun anggaran berjalan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

a)

d)

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui
dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

Pengukuran  pos-pos dalam laporan keuangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang menggunakan
nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari
imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar
dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan
akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang

rupiah.
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4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang ada

dalam SAP pada SKPD

Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah
diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan sesuai
dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga
dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini
merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan
pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

a. Relevan

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila
informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi
keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi
peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan
atau mengkoreksi hasil evaluasi pengguna laporan dimasa lalu.
Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan adalah
tepat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi
yang relevan harus :

1. Memiliki manfaat umpan balik ( feedback value), artinya bahwa

laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi
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yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan
atau mengoreksi ekspetasinya dimasa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif, artinya bahwa laporan keuangan
harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna
laporan untuk memprediksi masa yang akan datang
berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat
berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan
pengguna laporan.

4. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan
pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap
mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang
dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

b. Andal

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah andal

maka harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan

kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur,
serta dapat diverifikasi.Informasi yang andal harus memenunhi
karakteristik :

1. Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah

daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan
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jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya
disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk
disajikan.

2. Dapat diverifikasi, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila
pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda
hasilnya harus tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak
berbeda jauh.

3. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah
harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu.
Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang
menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan
merugikan pihak lain.

¢. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah
daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan
pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat
dilakukan secara internal, dapat dilakukan bila pemerintah daerah
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah
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daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi

yang sama.

d. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat
dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk
serta istilah yang disesuaikan dengan atas pemahaman para
pengguna laporan. Untuk itu pengguna laporan diasumsikan
memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan
lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan

pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

P
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BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dari Penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan
Keuangan OPD
5.1.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
5.1.1.1. Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah. Adapun
sumber dana Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu
sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bontang yang
berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah. Dalam kaitannya dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, sumber
penerimaan  Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari
Retribusi Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda

Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta

1

Pencatatan Sipil.



*

Laporan Keuangan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Adminstrasi Kependudukan serta Surat Edaran
Gubernur Kalimantan Timur Nomor
470/2842/Pem.Um.D/I1I/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang
Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan di Propinsi Kalimantan Timur sebagai
tindaklanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014 bahwa Pengurusan dan
Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya

(Gratis).

5.1.1.2. Belanja

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021
dianggarkan sebesar Rp. 9.540.834.496,00 ( Sembilan Miliar Lima
Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu
Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dengan Realisasi
sebesar Rp. 8.217.469.440,00 ( Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh
Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus

Empat Puluh Rupiah ) yang terdiri atas :
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a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar
Rp. 8.980.506.237,00 ( Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan
Puluh Juta Lima Ratus Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh
Rupiah ) dengan jumlah realisasi belanja operasi tahun
anggaran 2021 sebesar Rp. 7.752.264.390,00 ( Tujuh Miliar
Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat
Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah ) yang terdiri dari :
- Belanja Pegawai : Belanja Pegawai dianggarkan sebesar
Rp. 6.230.508.898,00 ( Enam Miliar Dua
Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan
Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh
Delapan Rupiah ) dengan realisasi
sebesar Rp. 5.643.139.043,00 ( Lima
Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta
Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat
Puluh Tiga Rupiah)

- Belanja Barang
dan Jasa . Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar

Rp. 2.749.997.339,00 ( Dua Miliar Tujuh
Ratus Empat Puluh Sembilan Juta
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh

Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan
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Rupiah ) dengan realisasi sebesar Rp.
2.109.125.347,00 ( Dua Miliar Seratus
Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Lima
Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh

Rupiah )

. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun
Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 560.328.259,00 ( Lima
Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua
Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah ) dengan realisasi sebesar
Rp 465.205.050,00 ( Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua
Ratus Lima Ribu Lima Puluh Rupiah ) yakni :

Belanja Peralatan dan Mesin ; Rp. 465.205.050,00

. Surplus (Defisit)

Merupakan realisasi Surplus (Defisit) Tahun Anggaran 2021, dalam
hal ini merupakan defisit yaitu selisih kurang antara
Pendapatan dan Belanja senilai Rp. ( 8.217.469.440,00 )
Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam

Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah )
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5.1.1.3. Pembiayaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang per 31

Desember 2021 tidak terdapat Pembiayaan.

5.1.2. PENJELASAN POS-POS NERACA
51.21 Aset

Nilai Aset per 31 Desember 2021 pada Laporan Keuangan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

senilai Rp. 3.536.760.973,00 ( Tiga Miliar Lima Ratus Tiga

Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan

Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah )

- AsetLancar : Rp. 400.484.026,00 ( Empat Ratus Juta
Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu

Dua Puluh Enam Rupiah )

- Aset Tetap : Rp. 3.130.490.947,00 (Tiga Miliar Seratus
Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan
Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh

Tujuh Rupiah)

- Aset Lainnya : Rp. 5.786.000,00 ( Lima Juta Tujuh Ratus

Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah )

/ &
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5.1.2.2. Aset Lancar

Aset Lancar pada Neraca Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bontang per 31 Desember 2021 sebagai

berikut :
Aset Lancar ‘31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp ' Rp

Kas 0,00 0,00
Kas di Bendaharan Penerimaan 0,00 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
Piutang 0,00 0,00
Piutang Retribusi 0,00 0,00
Piutang Lainnya 0,00 0,00
Belanja Dibayar dimuka 0,00 0,00
Persediaan 400.484.026,00 332.261.440,00

Penjelasan rincian per jenis Aset Lancar

a. Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang/benda
berharga atau perlengkapan yang diperolen dengan  maksud
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Persediaan
berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2021 serta
berita acara rekonsiliasi database persediaan antara bidang
kekayaan dan aset BPKD dan SKPD Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bontang per 31 Desember 2021 terdapat
selisih pada nilai stock opname sebesar Rp. 350,00 (Tiga Ratus

Lima Puluh Rupiah ) Terlampir
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5.1.2.3. Aset Tetap
- Akun ini menggambarkan saldo aset tetap berwujud yang dimiliki oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang pada Neraca per
31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.130.490.947,00 (Tiga Miliar
Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu

Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah )

dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap

31 Desember 2021
(Rp)

31 Desember 2020
(Rp)

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap

0,00
7.311.626.744,00
2.706.861.896,00

37.515.500,00
721.000,00
0,00

(6.926.234.193,00)

0,00
6.992.341.694,00
2.706.861.896,00

37.515.500,00
721.000,00
0,00

(6.666.616.887,00)

Jumlah Aset Tetap

3.130.490.947,00

3.070.823.203,00

Berikut ini adalah penjelasan rincian per jenis Aset Tetap :

a. Tanah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tidak

memiliki Aset Tetap berupa Tanah pada neraca per 31 Desember

2021.
b. Peralatan dan Mesin
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 yang dikuasai

dan dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
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Bontang sebesar Rp. 7.311.626.744,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus
Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus

Empat Puluh Empat Rupiah ).

‘ 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Aset Teta
P (Rp) (Rp)
Peralatan dan Mesin 7.311.626.744,00 6.992.341.694,00
Jumlah Aset Tetap
Peralatan dan Mesin 7.311.626.744,00 6.992.341.694,00

Terdapat penambahan serta pengurangan Nilai Aset Tetap pada

peralatan dan mesin tersebut yaitu

a. Penambahan :
1. Nilai Aset Tetap pada Peralatan dan Mesin berdasarkan
hasil pemeriksaan (audited) Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp. 6.992.341.694,00 ( Enam Miliar Sembilan Ratus Sembilan
Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam
Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah ) terdapat mutasi
tambah belanja modal Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.
465.205.050,00 ( Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua
Ratus Lima Ribu Lima Puluh Rupiah ) dan mutasi tambah
kapitalisasi honorarium sebesar Rp. 3.660.000,00 (Tiga Juta

Enam Ratus Enam Puluh Ribu )

29
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b. Pengurangan

Terdapat mutasi

kurang usulan penghapusan

sebesar

Rp. 149.580.000,00 ( Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima

Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah )

¢. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Neraca per 31 Desember 2021

sebesar Rp. 2.706.861.896,00 ( Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Juta

Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh

Enam Rupiah ). Terdapat Mutasi tambah Gedung dan Bangunan senilai

Rp. 0,00 (Nol)

Gedung dan Bangunan

31 Desember 2021
Rp

31 Desember 2020
Rp

1 | Bangunan Gedung

2.706.861.896,00

2.706.861.896,00

2 | Bangunan Monumen

0,00

0,00

Bangunan dan Gedung

2.706.861.896,00

2.706.861.896,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap pada Jalan, Irigasi dan Jaringan

per 31 Desember

2021 sebesar Rp. 37.515.500,00 ( Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus

Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

tambah/kurang tahun anggaran 2021.

tidak

terdapat mutasi
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Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2021
Rp

31 Desember 2020
Rp

AW N af

Jalan dan Jembatan
Bangunan Air (Irigasi)
Instalasi

Jaringan

0,00
0,00
0,00
37.5616.500,00

0,00
0,00
0,00
37.515.500,00

Jumiah Jalan,
dan Jaringan

Irigasi

37.515.500,00

37.515.500,00

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021

sebesar Rp. 721.000,00

(Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) tidak terdapat mutasi

tambah/kurang tahun anggaran 2021.

Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp Rp
1| Buku dan Perpustakaan 721.000,00 721.000,00
Barang Bercorak 0 0
2 Kesenian/Kebudayaan
Jumlah aset tetap lainnya 721.000,00 721.000,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.

0,00 (Nol Rupiah)
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9. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar
(Rp. 6.926.234.193,00) (Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam

Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga
Rupiah)

5.1.2.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya yang dimiliki OPD Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bontang per 31 Desember 2021 sebesar

Rp. 5.786.000,00 ( Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam

Ribu Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

Aset Lainnya

31 Desember 2021
Rp

31 Desember 2020
Rp

1 | Tagihan Penjualan
Angsuran

2 | Tagihan Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah

3 | Kemitraan dengan Pihak
Ketiga

4 | Aset Tak Berwujud

5 | Akumulasi Amortisasi Aset
Tak Berwujud

6 | Aset Lain-Lain

0,00
0,00
0,00

214.795.000,00
(209.009.000,00)

0,00

0,00
0,00
0,00

214.795.000,00
(203.223.000,00)

0,00

Jumiah Aset Lainnya

5.786.000,00

11.572.000,00

Aset Tak Berwujud yang dimiliki OPD Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2021 sebesar
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Rp. 214.795.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020
(Audited) sebesar Rp. (203.223.000,00) (Dua Ratus Tiga Juta
Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah), Nilai beban
Amortisasi  tahun anggaran 2021 sebesar Rp.5.786.000,00
( Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah )
total nilai akumulasi amortisasi per 31 Desember 2021
sebesar Rp. 209.009.000,00 ( Dua Ratus Sembilan Juta
Sembilan Ribu Rupiah )

Nilai saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp.
0,00 (Nol Rupiah)

5.1.2.5 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2021 meliputi :

31 Desember 2021 | 31 Desember 2020

Utang Jangka Pendek
Lainnya

Kewajiban Rp " Rp
Utang Perhitungan Pihak
Ketiga (PFK)
Pendapatan Diterima 0,00 0,00
Diruk 0,00 0,00
U'tm“ 5[’3 ani 271.951.742.00 272.175.558,00
ang eanja 0’00 0100

Jumlah Kewajiban

271.951.742,00

272.175.558,00
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Nilai Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 271.951.742,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu

Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah ) yang merupakan utang

belanja dengan rincian :

1.

5.1.2.6.

Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp. 8.941.525,00
( Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima

Ratus Dua Puluh Lima Rupiah )

. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS

Rp. 116.315.155,00 ( Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima

Belas Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah )

. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS

Rp. 144.445.062,00 ( Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat
Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Puluh Dua Rupiah )
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

Rp. 2.250.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp.
(4.952.660.209,00) ( Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua
Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah )
RK PPKD per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.217.469.440,00

( Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam




Laporan Keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tehun Anggaran 2021

Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah ) dengan

rincian sebagai berikut :

 EKUITAS

31 Desember 2021

.31 Desember 2020

Rp Rp
EE"((t'i't;’s\s (4.952.660.209,00) 3.142.481.085,00
S 8.217.469.440,00 0.00

Jumlah Kewajiban

dan Ekuitas Dana 3.536.760.973,00

3.142.481.085,00

Jumlah Saldo Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2021
sebesar Rp. 3.536.760.973,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh
Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh

Puluh Tiga Rupiah )

5.1.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
5.1.3.1 PENDAPATAN-LO
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Adminstrasi Kependudukan serta Surat Edaran
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 470/2842/Pem.Um.D/II1/2014
tanggal 27 Maret 2014 tentang Perubahan Kebijakan Dalam
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Propinsi
Kalimantan Timur sebagai tindaklanjut Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014
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5.1.3.2.

bahwa Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Tidak Dipungut Biaya (Gratis).

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Tidak terdapat penambahan pendapatan hibah per 31 Desember

2021
" LAIN-LAIN PENDAPATAN | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020
YANG SAH 1" Rp Rp
Pendapatan Hibah 0,00 0,00
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya 0,00 0.00
0,00 0,00
LAIN-LAIN
PENDAPATAN YANG 0,00 0,00
SAH
BEBAN

Beban pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021
sebesar Rp. 8.095.141.294,00 ( Delapan Miliar Sembilan
Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus
Sembilan Puluh Empat Rupiah) meliputi :
Beban Pegawai
Beban  Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar
Rp. 5.639.255.227,00 (Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh
Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua

Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)
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Tahun Anggaran 2021

31 Desember 2021 |° 31 Desember 2020

Beban Rp Rp

Beban Pegawai 5.639.255.227,00 5.606.290.619,00

Beban Persediaan
Beban Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar
Rp. 634.386.560,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta

Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam

Puluh Rupiah)
- | 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Beban SR " Rp : Rp
Beban Persediaan 634.386.560,00 936.944.775,00
Beban Jasa

Beban Jasa per 31 Desember 2021 sebesar
Rp. 1.101.097.270,00 (Satu Miliar Seratus Satu Juta

Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh

Rupiah)
I ‘ 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020
Beban " Rp Rp
Beban Jasa 1.101.097.270,00 1.214.530.299,00

Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 sebesar

Rp. 99.535.150,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima
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Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh

Rupiah)
31 Desember 2021 31 Desember 2020
| Beban Rp Rp
Beban Pemeliharaan 99.535.150,00 149.694.720,00

Beban Perjalanan Dinas
Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 sebesar
Rp. 205.883.781,00 (Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus

Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh

Satu Rupiah)
31 Desember 2021 31 Desember 2020
Beban " Rp Rp
Beban Perjalanan 205.883.781,00 121.467.827.00
Dinas

Beban Penyusutan
Beban Penyusutan per 31 Desember 2021
Rp. 414.983.306,00 ( Empat Ratus Empat Belas Juta

Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus

Enam Rupiah)
31-Desember 2021 31 Desember 2020
Beban Rp : Rp
Beban Penyusutan 414,983.306,00 417.566.815,00




Laporan Keuangan

Dinas Kependudulkan dan Pencatatan Sipil
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5.1.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bontang per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No - Uraian 31 Desember 2021 31 Desember 2020
1 Ekuitas Awal 3.142.481.085,00 3.441.518.974,00
2 | Surplus/Defisit-LO (8.095.141.294,00) (8.446.495.055,00)

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan/Kesalahan
Mendasar :
4 | Koreksi Nilai Persediaan 0,00
5 | Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00
6 | Lain-Lain 8.217.469.440,00 8.147.457.166,00
7 | Ekuitas Akhir 3.264.809.231,00 3.142.481.085,00

|
i
i
|
|
i
|
]
|
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6.1.

6.2.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
Domisili Entitas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang berada di
JI. Awang Long No. 01 Bontang, dan dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018
dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 62 Tahun 2019 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bontang terdiri dari (Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bontang terlampir) :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahkan :

- Subbag Umum dan Kepegawaian

Subbag Perencanaan dan Keuangan
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c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
Seksi ldentitas Penduduk
Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
Seksi Kelahiran dan Kematian

Seksi Perkawinan, Cerai, Perubahan Status Anak dan

Kewarganegaraan

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data, membawahkan :
Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayaanan

6.3. Tugas Pokok dan Fungsi
6.3.1. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Walikota Bontang No. 62 tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tugas membantu Wali
Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
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6.3.1. Fungsi

Dalam Rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil ;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

d. Pelaksanaan administrasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan

tugas dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
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BAB VI
PENUTUP

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bontang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas per 31 Desember 2021 disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan.

Laporan Keuangan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Noomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Demikian laporan keuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Bontang, 18 Mei 2022

_ Kepala;IDV
m‘nin, S. Sos

NIP. 197407052002121010




PEMERINTAH KOTA BONTANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

No Uraian Pe’::gg::" A?;g_ ) Realisasi 2021 % Realisasi 2020

1 2 3 4 5 6

1 |PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

3 Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00{ 0,00 0,00
4 Pendapatan Retribusi Daerah 0,00 0,00] 0,00 0,00
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

yang Dipisahkan

6 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00] 0,00 0,00
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0,00 0,00; 0,00 0,00
8

9 PENDAPATAN TRANSFER

10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA

PERIMBANGAN

11 Dana Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00] 0,00 0,00
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 0,00 0,00{ 0,00 0,00
13 Dana Alokasi Umum 0,00 0,00f 0,00 0,00
14 Dana Alokasi Khusus 0,00 0,00] 0,00 0,00
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 0,00 0,00| 0,00 0,00
16

17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

18 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Dana Penyesuaian 0,00 0,00] 0,00 0,00
20 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - 0,00 0,00| 0,00 0,00

Lainnya

21

22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Jumiah Transfer Pemerintah Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Total Pendapatan Transfer 0,00 0,00] 0,00 0,00
27
28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
29 Pendapatan Hibah 0,00 0,00{ 0,00 0,00
30 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00] 0,00 0,00
31 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00] 0,00 0,00
32 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
33 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00; 0,00 0,00
34
35 |BELANJA
36 BELANJA OPERASI
37 Belanja Pegawai 6.230.508.898,00 5.643.139.043,00| 90,57 5.589.952.864,00
38 Belanja Barang dan Jasa 2.749.997.339,00 2.109.125.347,00| 76,70 2.460.006.146,00
39 Belanja Bunga 0,00 0,00] 0,00 0,00
40 Belanja Subsidi 0,00 0,00] 0,00 0,00
41 Belanja Hibah 0,00 0,00f 0,00 0,00
42 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00] 0,00 0,00
43 Belanja Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Jumlah Belanja Operasi 8.980.506.237,00 7.752.264.390,00| 86,32 8.049.959.010,00
45
46 BELANJA MODAL
47 Belanja Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Belanja Peralatan dan Mesin 560.328.259,00 465.205.050,00| 83,02 219.461.000,00
49 Belanja Gedung dan Bangunan 0,00 0,00{ 0,00 0,00

(Realisasi Jurnal) dicetak pada 18/05/2022 09:11:25 Hal. 1



(Dalam Rupiah)

Anggaran 2021

No Uraian Perubahan APBD-1 Realisasi 2021 % Realisasi 2020

1 2 3 4 5 6

50 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Belanja Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00| 0,00 0,00

52 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00] 0,00 0,00

53 Jumlah Belanja Modal 560.328.259,00 465.205.050,00| 83,02 219.461.000,00

54

55 BELANJA TIDAK TERDUGA

56 Belanja Tak Terduga 0,00 0,00} 0,00 0,00

57 Jumlah Belanja Tak Terduga 0,00 0,00} 0,00 0,00

58

59 TRANSFER

60 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

61 Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00] 0,00 0,00

64 Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa 0,00 0,001 0,00 0,00

65

66 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 9.540.834.496,00 8.217.469.440,00] 86,13 8.269.420.010,00

67

68 SURPLUS/DEFISIT (9.540.834.496,00) (8.217.469.440,00)| 86,13 (8.269.420.010,00)

69

70 |PEMBIAYAAN

71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

72 Penggunaan SILPA 0,00 0,00] 0,00 0,00

73 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00] 0,00 0,00

74 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00 0,00] 0,00 0,00

76 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah 0,00 0,00{ 0,00 0,00

77 i’iﬁjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00[ 0,00 0,00

78 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan 0,00 0,00f 0,00 0,00
Bukan Bank

79 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,001 0,00 0,00

80 Pinjaman Datam Negeri - Lainnya 0,00 0,00] 0,00 0,00

81 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan 0,00 0,00] 0,00 0,00
Negara

82 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan 0,00 0,00] 0,00 0,00
Daerah

83 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00
Daerah Lainnya

84 Jumlah Penerimaan 0,00 0,00 0,00 0,00

85

86 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

87 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00| 0,00 0,00

88 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

89 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - 0,00 0,00{ 0,00 0,00
Pemerintah Pusat

90 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - 0,00 0,00] 0,00 0,00
Pemerintah Daerah Lainnya

91 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - 0,00 0,00} 0,00 0,00
Lembaga Keuangan Bank

92 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - 0,00 0,00{ 0,00 0,00
Lembaga Keuangan Bukan Bank

93 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - 0,00 0,00{ 0,00 0,00
Lembaga Keuangan Bukan Bank

94 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- 0,00 0,00{ 0,00 0,00

95 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - 0,00 0,00{ 0,00 0,00
Lainnya

96 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00| 0,00 0,00

97 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

98 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah 0,00 0,00] 0,00 0,00
Lainnya

99 Jumiah Pengeluaran 0,00 0,00| 0,00 0,00

100

101 Pembiayaan Netto 0,00 0,00 0,00 0,00

(Realisasi Junal) dicetak pada 18/05/2022 09:11.:25 Hal. 2
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Anggaran 2021

. o o s
No Uraian Perubahan APBD-1 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
1 2 3 4 5 6
102
103 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (9.540.834.496,00) (8.217.469.440,00)| 86,13 (8.269.420.010,00)

Bontang, 18 Mei 2022

Kepala SKPD

H:. Budiman, S.Sos
NIP. 19740705 200212 1 010




PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NERACA
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020

(Dalam Rupiah)
No Uraian 2021 2020
1 |ASET
2 ASET LANCAR
3 Kas di Bendahara Pengeluaran 0.00 0,00
4 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00
5 Piutang Pajak 0,00 0,00
6 Piutang Retribusi 0,00 0,00
7 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00
8 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00
9 Penyisihan Piutang 0,00 0.00
10 Belanja Dibayar di Muka 0,00 0,00
11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00
12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 0,00 0,00
13 Piutang Lainnya 0,00 0,00
14 Penyisihan Piutang Lainnya 0,00 0,00
15 Persediaan 400.484.026,00 332.261.440,00
16 Jumlah Aset Lancar 400.484.026,00 332.261.440,00
17 | INVESTASI JANGKA PANJANG
18 Investasi Non Permanen
19 Pinjaman Jangka Panjang 0,00 0,00
20 Investasi Dalam Surat Utang Negara 0,00 0,00
21 Investasi Dalam Proyek Pembangunan 0,00 0.00
22 Investasi Non Permanen Lainnya 0,00 0,00
23 Jumlah Investasi Non Permanen 0,00 0,00
24 Investasi Permanen
25 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0,00 0,00
26 investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00
27 Jumlah Investasi Permanen 0,00 0,00
28 Jumiah Investasi Jangka Panjang 0,00 0,00
29
30 | ASET TETAP
31 Tanah 0,00 0,00
32 Peralatan dan Mesin 7.311.626.744,00 6.992.341.694,00
33 Gedung dan Bangunan 2.706.861.896,00 2.706.861.896,00
34 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 37.515.500,00 37.515.500,00
35 Aset Tetap Lainnya 721.000,00 721.000,00
36 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00
37 Akumulasi Penyusutan (6.926.234.193,00) (6.666.616.887,00)
38 Jumlah Aset Tetap 3.130.490.947,00 3.070.823.203,00
39 | ASET LAINNYA
40 Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00
41 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 0,00
42 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00
43 Aset Tak Berwujud 214.795.000,00 214.795.000,00
44 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (209.009.000,00) (203.223.000,00)
45 Aset Lain-Lain 0,00 0,00
46 Jumlah Aset Lainnya 5.786.000,00 11.572.000,00
47 TOTAL SELURUH ASET 3.536.760.973,00 3.414.656.643,00




48

49 [KEWAJIBAN

50 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

51 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00
Dicetak pada 18/06/2022 09:11:45 Hal. 1
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(Dalam Rupiah)

No Uraian 2021 2020

52 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00
53 Utang Belanja 271.951.742,00 272.175.558,00
54 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
55 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 271.951.742,00 272.175.558,00
56 JUMLAH KEWAJIBAN 271.951.742,00 272.175.558,00
57

58 |EKUITAS

59 Ekuitas (4.952.660.209,00) 3.142.481.085,00
60 RK PPKD 8.217.469.440,00 0,00
61

62 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 3.536.760.973,00 3.414.656.643,00

Bontang, 18 Mei 2022

Kepala SKPD

H. Budiman, S.Sos

NIP. 19740705 200212 1 010




PEMERINTAH KOTA BONTANG

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2021

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Dalam Rupiah)

Kenaikan /

No Uraian 2021 2020 (Penurunan) %

1 |KEGIATAN OPERASIONAL

2 |PENDAPATAN

3 PENDAPATAN ASL! DAERAH

4 Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00[ 0,00

5 Pendapatan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00] 0,00

6 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 0,00 0,00 0,00 0,00

Dipisahkan

7 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
9

10 PENDAPATAN TRANSFER

1" TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA

PERIMBANGAN

12 Dana Bagi Hasit Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 0,00 0,00 0,00] 0,00
14 Dana Alokasi Umum 0,00 0,00 0,00{ 0,00
15 Dana Alokasi Khusus 0,00 0,00 0,00] 0,00
16 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 0,00 0,00 0,00; 0,00
17 0.00 0,00 0,00] 0,00
18 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

19 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00] 0,00
20 Dana Penyesuaian 0,00 0,00 0,00} 0,00
21 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 0,00 0,00 0,00 o,00
22

23 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
24 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00{ 0,00
25 Pendapatan Bagi Hasit Lainnya 0.00 0,00 0.00] 0,00
26 Jumiah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 0,00 0,00 0,00{ 0,00
27 JUMLAH PENDAPAYTAN TRANSFER 0,00 0,00 0,00] 0,00
28
29 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
30 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00] 0,00
32 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00f 0,00
33 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
34 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00{ 0,00
35
36 |BEBAN
37 Beban Pegawai 5.639.255.227,00 5.606.290.619,00 32.964.608,00| 0,59
38 Beban Persediaan 634.386.560,00 936.944.775,00 (302.558.215,00) 32,29
39 Beban Jasa 1.101.097.270,00 1.214.530.299,00 (113.433.029,00)| 9,34
40 Beban Pemeliharaan 99.535.150,00 149.694.720,00 (50.159.570,00)[ 33,51
41 Beban Perjalanan Dinas 205.883.781,00 121.467.827,00 84.415.954,00] 69,50
42 Beban Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Beban Subsidi 0,00 0,00 0,00] 0,00
44 Beban Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Beban Bantuan Sosiat 0,00 0,00 0,00} 0,00
46 Beban Penyusutan 414.983.3086,00 417.566.815,00 (2.583.509,00)| 0,62
47 Beban Penyisihan Piutang 0,00 0,00 0,00{ 0,00
48 Beban Transfer 0,00 0,00 0,00{ 0,00




49 Beban Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00
50 JUMLAH BEBAN 8.095.141.294,00 8.446.495.055,00 (351.353.761,00)] 4,16
51
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(Dalam Rupiah)

Kenaikan /
No Uraian 2021 2020 (Penurunan) %
52 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (8.095.141.294,00) (8.446.495.055,00) 351.353.761,00| 4,16
53
54 |SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
55 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non 0,00 0,00 0,00| 0,00
56 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00] 0,00
57 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek 0,00 0,00 0,00] 0,00
58 Surplus Penyelesaian Piutang 0,00 0,00 0,00{ 0,00
59 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0,00 0,00 0,00] 0,00
60 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non 0,00 0,00 0,00{ 0,00
61 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00{ 0,00
62 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek 0,00 0,00 0,00{ 0,00
63 Defisit Aset Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana 0,00 0,00 0,00{ 0,00
serta Dokumen (P3D)
64 Defisit Penghapusan Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
66 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON 0,00 0,00 0,00( 0,00
OPERASIONAL
67
68 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (8.095.141.294,00) (8.446.495.055,00) 351.353.761,00| 4,16
69
70 |POS LUAR BIASA
71 Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 0,00| 0,00
72 Beban Luar Biasa 0,00 0,00 0,00] 0,00
73 POS LUAR BIASA 0,00 0,00 0,00 0,00
74
75 SURPLUS/DEFISIT - LO (8.095.141.294,00) (8.446.495.055,00) 351.353.761,00| 4,16

Bontang, 18 Mei 2022
Kepala SKPD

S

H. Budiman, S.Sos

NIP. 19740705 200212 1 010




PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO

URAIAN

2021

2020

D O A WwN

EKUITAS AWAL

SURPLUS/DEFISIT-LO

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KE3IJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

SELISIH REVALUASI ASET TETAP

LAIN-LAIN

EKUITAS AKHIR

3.142.481.085,00
(8.095.141.294,00)

0,00
8.217.469.440,00

3.264.809.231,00

3.441.518.974,00
(8.446.495.055,00)

0,00
8.147.457.166,00

3.142.481.085,00

Bontang, 18 Mei 2022

Kepala SKPD

H. Budiman, S.Sos

NIP. 19740705 200212 1 010




Laporan Keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun Anggaran 2021
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kepala Dinas
|
Sekretaris
1
4 !
Kasubbag Umum Kasubbag
dan Perencanaan dan
Kepegawaian Keuangan
I I
Kepala Bidang Pelayanan Kepala Bidang Pelayanan Kepala Bidang PIAK dan
Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil Pemanfaatan Data
] | | |
Kepala Seksi Kepala Seksi Pindah Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi \
dentitas Penduduk Datang dan Pendataan Kelahiran dan Perkawinan, Cerai, P:ngolahan Data Program:an
entitas Pendudu Penduduk Kematian Perubahan Status Anak an Pelaporan Penyuluhan
dan Pewarganegaraan




